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Demokrasi Digital,
Cyberspace, Big Data

“THE Internet has brought democ-
racy to so many ofher things. It's abo-
ut time the Internet brought democ-
racy todemacracy,” = Joe Green

*Demokrast digital” telah menja-
di fenomena baru selring akselerasi
teknologl digital. Demokras! digital
merupakan bentuk persilangan an-
tara demokras! dengan digitallsasi,
utamamya terjadi di era Revolusi In-
dustrd 4.0 saatl Inl. Berkal kemajuan
tekmologl digital, proses demokrasi
konwvensional semakin banyak ter-
disrupsl, Salah satunya terkait pola
redas antar warga negara serta anta-
ra pemerintah dengan warga negara.
Demokrast digital, membuka pelu-
ang untuk mengembalikan hakikat
demokrasi menjadi lebih populls,
darl yang sebelumnya bersifat terla-
Tu elitis dan teknokratis.

Dart berbagal lekiur demokrast -
gital yarg beredar saat ind, ssyangma
paradigma pestmisiis yang cendening
mendominasl, Banyak wacana di
media massa yang sering mengkrit-
sl kde demokras digital. Hal tersebut
sehenarmya juga tidak lepas dar rea-
litas yang ada, balwa memang telah
marak terjad] penyimpangan dalam
demokrasi Karena teknologl digital.
Sepertl contoh, penggunaan buzzer
atau cyber froops bayaran untuk
sirateg ~firefiose of falschood” politik
yang mengakbatkan polarisas di ma-
syarakal. Padahal, polens! demokrasi
digital sangat besar fika mampu diop-
timalkan.

Cyberspace

Ruang publik virtual {eyberspace]
adalah salah satu produk darl ge-
lombang teknotogl digital, Cyberspa-
ce dapal menjadi arena baru dakam
proses demokrasi digital di zaman
kontomporer sekarang. Pada abad
ke-18, masyarakatl menempatkan

tischgesellschaften [Jerman). coffee

house (Inggris), salons (Perancis),
dan ruang publik “islk™ laln seba-
gal arena untuk melakukan diskust
publik. Kind di era konvergens! media
dan digitalisasi, internet menjacd ru-
ang publik bara bagl diskusi warga
dalam merespons bermacam realltas
dan fenomena yang sedang akiual di
tengah-tengah masyarakat.

Pemanfaatan cyberspace sebagal
arena ciskursif dalam praktik demo-
krasi sejatinya telah cukup bamyak
dilaksanakan di beberapa negara.
Sepertl misalnya, dalam bentuk ja-
Jak pendapat deliberatil fdeliberative
pelling) vang digagas oleh Prof. Ja-
mis Fishkin darl Universitas Stand-
ford. Deliberative polting yang dilaku-
kan secara online permah diterapkan
di Polandia, Korea Selatan, Inggris,
Brazil, dan beberapa negara lain.
M samping 1tu, cyberspace juga di-
manfaatkan untuk kepentingan pe-
tis1 daring dan kampanye unin dana
digital [digital crowfunding bagl pe-
merintah.

Sementara itu, di Indonesla, pe-
manfaatan eyberspace bukannya i-
dak dilakukan. Kita sudah memulal-
nya sejak gerakan Open Government
Indonesia (OG] diluncurkan pada ta-
hun 2012 sebagal tindak lanjut darl
lahimya Inislatll Open Government
Partnership (OGF di tahun 2011.
OGI memilik! Uga program yang ber-
hasts digital, yaiiu LAPOR! (Layamnan
Aspiras] dan Pengaduan Rakyat).
Portal Satu Data. dan Satu Peta.
Namun, ketiganya kurang mengako-
mdasi nilal deliberalifl antar masya-
rakat serta antara pemerintah de-
ngan masyarakal dalam perunmuisan
dan evaluasl kebijakan.,

Padahal, ketlka merujuk hasil sur-
vel ARJII tahun 2018, pengguna in-
ternet di Indonesta mencapal 171,17
Juta jlwa (nalk 27.91 juta/10.12%

dari tahun 2017). Artinya, peluang
cyberspace unfuk menjadi raang
deliberas] dalam kehidupan berde-
mokras] Kita sangat terbuka lebar,
Sekarang, peluang tersebut justru
lebth terwadahl oleh platform media
soslal partikelir sepertl Facebook,
Twitter. dan Instagram. Media
sostal menampung seluruh
diskusl publik, termasuk
yvang berupa aspirasi dan
kKeluhan warga kepada
pemerintah, maupun ke-
butuhan yang sedang di-
harapkan oleh rakyat.

Big Data

Bavangkan, ada berapa
banyak data yang dapat
diolah darl Interaksi
masyarakat di media
s0slal untuk kepen-
tingan mereka sen-
dirl. Apalagl, masih
menurut survel APJI tahun 2018,
sebesar 87% pemanfaatan intemet
oleh masyarakat kita digunakan
untuk mengakses media sosial. Pe-
merintah memang telah berusaha
akur terlibat di dalamnya dengan
membuat akun-akun lembaga “ber-
centang biru” [resmi). Akan tetapl.
karakier dan toplk interaksinya ma-
sth sporadis, belum dapat tersusun
sistematis. Lain halnya apabila data
yang berisi sentimen warga tersebut
diolah secara serius.

Dalam pidato Kenegaraan di ge-
dung parlemen Agustus 2019 yang
lalu, Presiden Joko Widodo memye-
but data sebagal jenis kekayaan
baru bagl bangsa. Bahkan, saat inl
data dapat lebih berharga darl mi-
nyak. Pandangan itu merujuk per-
nyataan yang serupa darl majalah
The Economist di tahun 2017. Sa-
yang, sepertl paradigma pesimistls
mengenal demokras] digital, titik fo-

ARIE

kus terhadap sumber daya data juga
lebih banyak dikaltkan dengan keja-
hatan siber (penyalahgunaan data).
Sementara. pemanfataannya untuk
“memotrel” Keresahan warga jusir
terkesan kurang mempercleh atenst.
Pemerintah, semestinya dapat
memberdayvakan data yang

sangal besar (blg datal
danl media soslal sebagal
salah satu bahan un-
tuk merumuskan dan
mengevaluasl kebljak-
an. Hal tersebul tidak
hanya perlu dilakukan
oleh pemerintah pusat.
tetapl Juga pemerintah
daerah. Terobosan itu
sendlrl bukannya musta-
hil. Berdasarkan Siaran
Pers Kementerian

mmlw“ﬁn}m PPN/Bappenas ten-

tang Implemeniasi
Bl Dextex wernifuke Permuisan
Kebfjakan Publik tahun 2017,
Kementerian PPN/Bappenas sudah
pernah mengujicoba anallsis big
data media soslal bersama pihak
ketiga uniuk menyediakan data sta-
tstik inflasi pangan.

Domain su yang masih sangat
terbatas tersebut tinggal yang per-
Iu diperluas. Tidak hanya bersama
plhak ketiga, pemerintah juga da-
pat mendorong Kemenkominfo dan
Diskominfo untuk menghasilkan
peta Sectal Nefwork Analysts. Hasil
analisis tersebut kemudian bisa di-
berikan Kepada setlap pejabat pe-
merintah terkalt guna mengambil
keputusan responsil dalam menga-
tasi persoalan df masyarakal secara
“real-time”, Meskipun demikian, pe-
merintah juga periu cermat untuk
meminimalisir praktik manipulasi

data dengan menerapkan prosedur
verifikas! yang Ketat. (%)



